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ABSTRACT 
The impact of the development of technology and the internet has had an 
effect on the Indonesian financial industry so that the term Financial Technology 
(Fintech) is known. The loan based on information technology is a financial service 
provider that brings together between lenders and recipients loan in an attempt to 
enter into a loan agreement to borrow money in rupiah directly through an 
electronic system using the internet network. Through the background of this 
problem formulation can be drawn namely why the provision of information 
technology-based credit is given to SMEs and how is the regulatory and supervisory 
authority of the OJK to Fintech related matters based on POJK No.77 / POJK.01 / 
2016. In this case, the researcher used descriptive qualitative method with 
normative juridical design. The credit based on information technology is given to 
SMEs because SMEs are a very potential market for the financial services industry 
and OJK's regulation and supervision of Fintech is divided into two stages, namely 
self-assessment system and officer supervisory system. 
Keywords: Financial Technology, OJK, The Loans Based on Information 
Technology, SMEs. 
ABSTRAK 
Dampak dari berkembangnya teknologi dan internet merambah juga di 
industri keuangan Indonesia sehingga dikenal istilah Financial Technology 
(Fintech). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 
merupakan penyelenggaan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara 
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka untuk melakukan 
perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung melalui 
sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pemberian kredit berbasis teknologi informasi diberikan 
kepada pelaku UKM dan mengetahui kewenangan pengaturan dan pengawasan 
oleh OJK kepada fintech terkait hal tersebut berdasarkan POJK 
No.77/POJK.01/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif dan analisis yang digunakan adalah dekriptif kualitatif. Pemberian kredit 
berbasis teknologi informasi diberikan kepada pelaku UKM karena pelaku UKM 
merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan dan pengaturan 
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serta pengawasan OJK terhadap fintech dibagi menjadi dua tahap yaitu self 
assessment system dan officer supervisory system. 
Kata Kunci: Financial Technology, OJK, Kredit Berbasis Teknologi Informasi, 
Pelaku UKM. 
PENDAHULUAN 
Di era global atau yang sering disebut era industri 4.0 mempunyai dampak 
yang sangat pesat terhadap perkembangan hidup manusia salah satunya adalah 
teknologi dan internet. Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi 
dan internet merambah pada industri perdagangan sehingga melahirkan istilah e-
commerce tersebut, telah mendorong otoritas pasar modal kemudian 
memperkenalkan dan sekaligus memberlakukan sistem perdagangan secara 
elektronis yang memungkinkan semua saham dan efek-efek lainya disimpan dalam 
bentuk catatan elektornis, dan pemindahan haknya juga dilakukan secara 
elektronis.2 Namun dampak perkembangan tersebut juga merambah di industri 
keuangan Indonesia. Dari hal tersebut muncullah istilah financial technology 
(fintech).3 Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah 
masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, 
serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia4, 
sehingga dikenal dengan istilah e-contract atau yang disebut kontrak elektronik.   
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan 
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi 
pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam 
meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik 
dengan cara menggunakan jaringan internet atau online hal tersebut terdapat dalam 
Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
UKM dalam perkembangannya untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi produksi dalam produksi juga membutuhkan pembiayaan. Dan untuk 
 
2 Suratman, Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham 
Tanpa Warkat Di Bursa Efek, Jurnal Jurisprudent Vol. 1, No. 2, Januari 2018, h. 94. 
3 Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial 
Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), “Diponegoro Law 
Journal”, Vol. 6, No.3, (2017), h. 1-2. 
4 Richardus Eko Indrajit, (2001), E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta: 
PT. Elex Media Komputindo, h. 33. 
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memperluas pasar dan menembus pasar baru memerlukan pembiayaan yang 
diperoleh dari lembaga keuangan atau perbankan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut. Sedangkan selama ini hanya perbankan konvensional saja yang 
digunankan untuk akses pembiayaan tetapi tidak semua UKM bisa memenuhi 
syarat-syarat pengajuan kredit di dunia perbankan. 
Pengaturan dan pengawasan yang jelas sangat diperlukan dengan seiring 
perkembangan fintech. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum di Pasal 5 bahwa “OJK 
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintregrasi 
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan” dan terdapat dalam Pasal 
6 bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. 
kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, b. kegiatan jasa keuangan di sektor 
Pasar Modal, dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” 
Dalam hal rekening fintech ilegal, OJK berkerjasama dengan pihak 
perbankan agar tidak membuka dan untuk menolak pembukaan rekening tanpa 
rekomendasi dan konfirmasi dari OJK. Hingga saat ini Satgas Waspada Investasi 
(OJK) telah menghentikan 635 financial technology (Fintech) ilegal. 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis 
merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Mengapa 
pemberian kredit berbasis teknologi informasi diberikan kepada pelaku UKM 
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016? 
Bagaimana kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK kepada fintech yang 
berkaitan dengan pemberian kredit berbasis teknologi informasi kepada pelaku 
UKM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 
77/POJK.01/2016?  
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemberian kredit berbasis 
teknologi informasi yang diberikan kepada pelaku UKM berdasarkan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. Dan untuk mengetahui 
kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK kepada Fintech yang berkaitan 
dengan pemberian kredit berbasis teknologi informasi kepada pelaku UKM 
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. 
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Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 
yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-
peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Biasanya dalam 
penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data 
awal tentang permasalahn yang akan diteliti.5 Sedangkan pendekatan penelitian 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur 
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 
hukum dari sisi normatifnya. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
yang mana menganalisis dan mengkaji bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil 
kepustakaan dan literature yang kemudian dipelajari lebih dalam guna mengambil 
suatu kesimpulan.   
PEMBAHASAN 
Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Kepada Pelaku UKM 
Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 
Financial Technology atau yang dikenal dengan istilah teknologi finansial 
yang terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang 
Penyelenggaraan Teknologi Finansial merupakan penggunaan teknologi dalam 
sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model 
bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem 
keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 
pembayaran.  
Penyelenggaraan teknologi finansial diatur dalam Bank Indonesia yang mana 
berguna  untuk mendorong inovasi yang terdapat didalam bidang keuangan dengan 
menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko yang akan 
terjadi dan kehati-hatian agar stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan 
sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal dapat tetap terjaga. Di 
dalam penyelenggaraannya teknologi finansial terdapat lima kategori yaitu: sistem 
pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, 
pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal serta jasa finansial lainnya. 
Peran UKM di Indonesia sangat dibutuhkan karena merupakan pilar dalam 
bidang ekonomi serta dapat menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 
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Selain itu UKM juga sebagai salah satu cara agar tidak terjadi krisis ekonomi. 
Setelah krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997-1998 jumlah UKM justru 
meningkat secara terus menerus, dan bahkan di tahun 2012 mampu menyerap 85 
juta hingga 107 juta tenaga kerja. Sehingga UKM merupakan pasar yang sangat 
potensial bagi industri jasa keuangan akan tetapi sekitar 60-70% pelaku UKM 
belum memiliki akses pembiayaan perbankan. 
UKM dalam hal meningkatkan efisiensi produktivitas dalam produksi, 
memperluas pasar dan menembus pasar baru memerlukan pembiayaan yang 
diperoleh dari lembaga keuangan atau perbankan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut. Produktivitas pada UKM yang masih rendah menyebabkan kesulitan bagi 
UKM untuk mengakses pembiayaan karena sebagian UKM masih tidak memenuhi 
syarat-syarat pengajuan kredit di dunia perbankan, sehingga perbankan lebih 
cenderung dalam kredit koorporasi.  
Modal merupakan salah satu kunci utama dalam melakukan kegiatan usaha 
karena tanpa adanya modal maka usaha tidak akan berjalan dengan baik. Karena 
dengan modal UKM dapat menjalankan, membangun dan mengembangkan 
usahanya dan memperoleh hasil yang diinginkan. Dan masalah modal menjadikan 
sebab kegagalan suatu usaha karena ada faktor UKM sebenarnya layak untuk 
mendapatkan pembiayaan namun tidak terakses oleh bank, UKM di pandang tidak 
dapat memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit oleh bank, serta keterbatasan 
jangkauan jasa perbankan. 
Oleh karena itu kemajuan teknologi yang sangat pesat bisa dimanfaatkan 
untuk salah satu model pembiayaan yang dipakai dalam mendukung UKM. Dan 
model pembiyaan tersebut adalah model pembiayaan financial technology. Model 
pembiayaan fintech ini dianggap dapat membantu UKM untuk mengakses 
pembiayaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan melakukan kredit di 
bank konvensional. Peer-to-peer Lending dapat dijadikan alternatif dalam 
menyelenggarakan sumber pembiayaan yang baru bagi masyarakat yang selama ini 
belum maksimal dalam hal pelayanannya oleh industri jasa keuangan konvensional 
atau bank konvensional. 
Didalam peraturan otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat POJK 
No. 77/POJK.01/2016 yang mana didalamnya terdapat peraturan pemberian kredit 
Dyah Ayu Qur’Aini, Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi…. 
81 
 
berbasis teknologi informasi atau dalam hal ini disebut dengan istilah peer to peer 
lending (P2P). Pemberian kredit berbasis teknologi informasi ini merupakan 
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan 
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman 
dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam 
dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan 
menggunakan jaringan internet atau online.  
Penyelenggara layanan pinjam meminajam uang berbasis teknologi informasi 
yang terdapat didalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 2 menyebutkan bahwa 
penyelenggara tersebut dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan serta badan 
hukum penyelenggara tersebut harus berbentuk perseroan terbatas yang selanjutnya 
disebut PT maupun koperasi. Badan hukum yang berbentuk PT tersebut dapat 
didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia maupun badan hukum 
Indonesia dan Warga Negara Asing maupun badan hukum asing. Akan tetapi jika 
kepemilikan saham penyelenggara oleh WNA atau badan hukum asing itu baik 
yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung paling banyak 85%. 
Sedangkan untuk penyelenggara yang berbentuk badan hukum PT dan juga 
koperasi diwajibkan memiliki modal sendiri untuk disetor paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang di serahkan pada saat pendaftaran dan 
ketika pada saat mengajukan permohonan perizinan modal yang wajib dimiliki 
minimal Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
Pendaftaran dan perizinan wajib dilakukan oleh penyelenggara yang akan 
melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 
yang selanjutnya disingkat (LPMUBTI) dengan mengajukan permohonan 
pendaftaran kepada OJK. Permohonan pendaftaran oleh penyelenggara tersebut 
disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana 
Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 
Selain itu syarat yang penting untuk melakukan pendaftaran pada umumnya 
harus menggunakan escrow account dan virtual account yang terdapat di perbankan 
Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 Tentang Penerapan 
Prinsip Mengenal Nasabah dalam penjelasan Pasal 4A Ayat 1 bahwa escrow 
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account merupakan rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna 
menanmpung dana yang dipercayakan kepada bank Indonesia berdasarkan 
persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. Serta perusahaan fintech 
diwajibkan untuk mempunyai virtual account yang mana digunakan untuk nomor 
identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan 
perusahaan dan selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya baik 
individu maupun badan usaha yang digunakan sebagai nomor rekening tujuan 
penerimaan. 
Berkaitan dengan pendaftaran bahwa penyelenggara yang telah terdaftar di OJK 
tersebut wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dengan jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. 
Penyelenggara dalam melakukan kegiatan LPMUBTI wajib mengajukan 
permohonan pendaftaran kepada OJK karena hal tersebut untuk menghindari 
adanya fintech yang ilegal, karena hal tersebut sangat berbahaya bagi keamanan 
dana dan data konsumen. Dalam hal perusahaan fintech yang tidak melakukan 
pendaftaran dan tetap melakukan kegiatan usaha tanpa ada izin maka akan masuk 
ke dalam daftar fintech yang tidak terdaftar/berisin dari OJK (fintech ilegal) dan 
selanjutnya aplikasi elektronik tersebut akan diblokir oleh instansi yang terkait. 
Pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech dilakukan dengan 
perjanjian secara online, oleh karena itulah OJK memberikan bimbingan kepada 
fintech terhadap pentingnya mitigasi berbagai risiko-risiko yang mungkin akan 
terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian online antara pemberi pinjaman dengan 
penerima pinjaman. Mitigasi terhadap berbagai risiko tersebut ada karena upaya 
untuk menekan agar terjadinya risiko atas pemberian pinjaman kredit kepada 
seseorang menjadi berkurang. Dan disebutkan dalam Pasal 6 POJK Nomor 
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 
Informasi bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total 
pemberian pinjaman dana yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) 
kepada setiap penerima pinjaman.  
Sehingga untuk pelaku UKM yang akan mengajukan kredit ke fintech, 
pembuatan perjanjian dan verifikasi dilakukan dengan sistem elektronik. Dalam 
pemberian kredit kepada pelaku UKM dengan cara trust atau kepercayaan karena 
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mengingat risiko yang mungkin terjadi dari perjanjian online termasuk 
keabsahannya yang juga masih banyak terdapat kelemahan. Sistem yang digunakan 
untuk pemberian kredit oleh fintech adalah berbasis layanan pinjam meminjam 
uang dengan cara elektronik, dengan sistem peer to peer lending (P2P) melalui 
platform website dari perusahaan P2P. 
 Pemberian kredit tersebut dilakukan dengan cara online atau elektronik yaitu 
dengan peminjam dana masuk ke website perusahaan yang akan dituju dengan 
melakukan regristrasi secara online dengan mengisi data-data dengan benar 
kemudian mengisi form aplikasi yang telah tersedia. Kemudian pihak fintech yang 
akan melakukan verifikasi mengenai peminjaman tersebut layak untuk didanai atau 
tidak serta dengan perjanjian pengembalian uang yang telah dipinjamkan sesuai 
kesepakatan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak ataupun kedua belah 
pihak.  
Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan OJK Kepada Fintech Yang 
Berkaitan Dengan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Kepada 
Pelaku UKM Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 
Perkembangan ekonomi berbasis digital di suatu Negara salah satunya di 
Indonesia ini memerlukan payung hukum dalam hal kebijakan pemerintah maupun 
otoritas yang terkait. Salah satu dukungan dan fasilitas dari otoritas untuk 
pengembangan ekonomi digital yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur 
penyelenggara layanan jasa keuangan yang berbasis digital. Karena cepat atau 
lambat kemajuan ekonomi berbasis digital tidak saja bergantung dari inovasi dan 
juga kreativitas dari pengguna ataupun pengusaha yang memanfaatkannya. Tetapi 
juga dari dukungan dan fasilitas otoritas baik ditingkat pusat maupun daerah.  
Perkembangan fintech memberikan tantangan yang sangat besar bagi 
regulator dalam hal ini pemerintah untuk dapat menjaga manfaat potensial dari 
inovasi keuangan berbasis digital dengan potensi risiko yang sangat beragam. Oleh 
karena perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia semakin marak 
sehingga membutuhkan pengaturan dan pengawasan. Dan pemerintah  
mengeluarkan aturan yang menjadi dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik dalam ekonomi berbasis digital yaitu Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
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2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu pemerintah juga 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara 
Sistem dan Transaksi Elektronik. Yang mana dalam peraturan ini pemerintah 
mengatur mengenai penempatan pusat pemulihan bencana dan pusat pemulihan 
data yang wajib memperoleh sertifikasi kelayakan sistem elektronik yang 
dikeluarkan oleh menteri terkait dan wajib daftar pada kementrian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika. 
Tidak hanya itu saja Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012  ini di dalamnya 
juga terdapat aturan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi 
elektronik dan setiap penyelenggara transaksi elektronik untuk menerepkan sistem 
tanda tangan elektronik guna persetujuan atasa informasi maupun dokumen 
elektronik yang disampaikan.6 
Mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan oleh OJK terhadap pemberian 
kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech terhadap pelaku UKM, bahwa OJK 
merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang 
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 
serta penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor 
keuangan. Didalamnya termasuk sektor perbankan dalam hal ini juga fintech, pasar 
modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 
keuangan lainnya. 
Peraturan OJK yang terdapat aturan terkait dengan Financial Technology 
yang diterbitkan oleh OJK yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Yang mana hal ini sesuai 
dengan kewenangan OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan baik bank 
maupun non bank dan layanan yang diawasi terkait lembaga jasa keuangan tersebut 
adalah pinjam meminjam.  
Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pengawasan OJK terhadap 
fintech dibagi menjadi dua tahap yaitu pada saat akan melakukan usaha atau pra 
operasional usaha dan saat operasional usaha. Pada pra operasional usaha yaitu 
melakukan pendaftaran dan permohonan ijin (self assessment system) sedangkan 
 
6 Sri Adiningsing., dkk, (2019), Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia, Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, h.121. 
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untuk yang saat operasional usaha adalah pemeriksaan insidental oleh OJK (officer 
supervisory system). 
Selain itu OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang 
Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disebut IKD. IKD merupakan 
pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan juga instrument keuangan yang 
memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan 
ekosistem digital. Dalam IKD mewajibkan penyelenggaranya harus berbentuk 
badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. OJK melarang penyelengggara 
untuk mengelola portofolio atau exposure akan tetapi OJK mewajibkan kepada 
penyelenggara untuk mengajukan permohonan pencatatan dan pendaftaran kepada 
OJK. 
Fungsi pengaturan dan pengawasan OJK terhadap pemberian kredit berbasis 
teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM dalam hal pinjam meminjam 
secara elektronik (peer-to-peer lending), yaitu terdapat dua bentuk perjanjian 
elektronik yitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan 
perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang semua perjanjian 
tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik. 
OJK megatur terkait pengawasan terhadap perkembangan fintech yang 
berkaitan dengan risiko yang timbul terkait aspek perlindungan konsumen, 
stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Hal tersebut dilakukan dengan 
tujuan pengawasan oleh OJK untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan muncul 
dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh fintech kepada pelaku UKM.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang 
terdapat dalam Pasal 5 bahwa OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 
dalam sektor keuangan. Sehingga OJK melakukan pengaturan dan pengawasan 
terhadap perkembangan fintech. Karena fintech startup termasuk bagian dari sektor 
jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan 
Non-Bank (IKNB).  
Tujuan dari pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk 
meminimalisir risiko dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
dan stabil. Sehingga pengaturan dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting 
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bagi keberlangsungan fintech yang ada di Indonesia. Karena ini berkaitan dengan 
legalitas dari bisnis yang dijalankan dan pada pelaksanaannya perkembangan 
fintech ini memiliki potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, 
stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. 
Berkaitan dengan permasalahan yang timbul akibat perkembangan fintech 
yang semakin pesat OJK mengeluarkan pengaturan mengenai fintech yaitu POJK 
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi yang membuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan 
pengoperasian Layanan Pnjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
Dan di tahun 2018 OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 
tentang Inovasi Keuangan Digital yang memuat aturan pengajuan permohonan 
pencatatan dan pendafataran serta pemantauan dan juga pengawasan.  
Dalam hal pengaturan fintech, OJK berkoordinasi dengan Kementrian 
Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementrian Perdagangan, 
Kementrian Keuangan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian 
Hukum dan HAM, asosiasi di sektor jasa keuangan, asosiasi dan praktisi fintech 
dan juga akademisi. Apabila koordinasi dilakukan dengan baik maka pengaturan 
fintech dapat diwujudkan dalam skala nasional serta terkoordinasi dengan baik dan 
terhindar dari duplikasi pengaturan yang tumpang tindih (duplicative regulations).7 
Dari uraian diatas bahwa OJK dengan cara spesifik telah melakukan 
pengaturan untuk mengatur perkembangan fintech yang ada di Indonesia dan juga 
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit berbasis 
teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM yang membutuhkan dana 
yang cepat dan tepat. 
Akan tetapi, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum 
di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satuan 
Tugas Waspada Investasi pada bulan Maret 2019 telah menghentikan 168 entitas 
fintech yang diduga melakukan kegiatan usaha yang tidak menadapatkan izin usaha 
atau ilegal. Menurut Satgas Waspada Investasi, hingga saat ini jumlah entitas yang 
 
7 Departemen Perlindungan Konsumen OJK, (2017), Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: OJK, Cetakan ke-1, h. 71. 
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diduga melakukan kegiatan fintech ada sebanyak 803 entitas, yaitu 404 entitas pada 
periode 2018 dan 399 entitas pada Januari hingga Maret 2019.8  
Oleh karena hal itu, antisipasi dan aturan dari OJK sangat diperlukan untuk 
mencegah kerugian yang lebih besar. Agar dikemudian hari akan berkembang 
aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang fintech yang lebih spesifik. 
Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan bahwa aturan yang akan diambil 
tidak boleh mematikan dan menekan kesempatan bagi usaha pemula atau dalam hal 
ini UKM untuk berkembang. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada 
pelaku UKM bisa terjadi karena UKM merupakan pilar dalam bidang ekonomi 
yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan jumlah 
UKM yang justru semakin meningkat sejak krisis ekonomi yang terjadi tahun 
1997-1998, dan pada tahun 2012 UKM mampu menyerap 85 juta hingga 107 
juta tenaga kerja. UKM dalam hal meningkatkan efisiensi produktivitas dalam 
produksi, memperluas pasar dan menembus pasar baru memerlukan 
pembiayaan yang diperoleh dari lembaga keuangan atau perbankan. Kemajuan 
teknologi dimanfaatkan sebagai salah satu model pembiayaan untuk 
mendukung UKM, yaitu berupa pembiayaan financial technology. Berupa 
sistem Peer-to-peer Lending yang tercantum dalam POJK Nomor 
77/POJK.01/2016 tentang Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi. 
2. Kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK kepada fintech yang berkaitan 
dengan pemberian kredit berbasis teknologi informasi bahwa berdasarkan 
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pengawasan OJK terhadap fintech dibagi 
menjadi dua tahap yaitu pada saat akan melakukan usaha atau pra operasional 
usaha dan saat operasional usaha. Pada pra operasional usaha yaitu melakukan 
 
8 Ibid., h. 128. 
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pendaftaran dan permohonan ijin (self assessment system) sedangkan untuk 
yang saat operasional usaha adalah pemeriksaan insidental oleh OJK (officer 
supervisory system). 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Untuk pelaku UKM yang melakukan peminjaman kredit berbasis teknologi 
informasi oleh fintech lebih berhati-hati untuk memilih platform atau 
penyelenggara karena ada banyak perusahaan yang belum mempunyai ijin 
usaha dan itu berkaitan dengan keamanan dana dan data. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian di lapangan atau 
secara empiris mengenai pengaturan dan pengawasan OJK terhadap pemberian 
kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech agar hasilnya lebih 
representatif. Selain itu agar dikemudian hari terdapat aturan yang lebih 
spesifik yang mengatur tentang fintech. Karena mengingat semakin 
berkembang pesatnya inovasi keuangan digital sehingga dapat dimanfaatkan 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan 
dengan cara-cara yang mengelabui.  
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